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ABSTRAK :

bahwa  dalam  rangka  mempermudah, mempercepat dan
menyederhanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan maka perlu
dilakukan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu terintegrasi;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan mulai dari tahap menerima dan
memverifikasi berkas permohonan sampai dengan tahap penyerahan
dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950;
UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011
jo. UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun
2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 87
Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017;
Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo.
Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 138 Tahun 2017;



Perda Kab. Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perbup Sukoharjo No. 50
Tahun 2016 jo. Perbup Sukoharjo No. 83 Tahun 2019.
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